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ABSTRAK

snelitian ini bertujuan agar peerspektif Kriminologi mengenai tindak pidana
perdagangan orang (human trafficking) dapat diterapkan dalam ilmu Hukum Acara
na. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan penelitian hukum normatif-
piris. Penggunaan penelitian hukum ini bertujuan untuk mendapatkan konsep
mkum, bahan hukum yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan
nganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan
Karena itu kegiatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat
loratoris dan deskriptif dengan teknik penumpulan data berupa pengamatan
spangan dan studi kepustakaan, di mana selanjutnya data yang terkumpuldianalisis
scara induktif Adapun lokasi penelitian di lingkungan Markas Besar Polisi
ablik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan
baga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal mana keseluruh lembaga ini
zat relevan dengan penggalian informasi mengenai Tindak Pidana Perdagangan
g Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan kriminal
gai upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya
dindungan masyarakat (social defence) dan upaya pencapaian kesejahteraan
: akat (social welfare), sementara perdagangan orang (human trafficking)
mlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam karena
srupakan bentuk baru dari perbudakan dan tidak mengindahkan derajat dan

abat manusia. Di Indonesia, human trafficking merupakan salah satu masalah
mal yang sulit dicegah dan ditangkap pelakunya. Berdasarkan informasi dari
paga Perlindungan Saksi dan Korban, human trafficking meniadi kasus yang
ing dominan terjadi di tahun 2016. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU
?0), maka telah diatur ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana
gangan orang di Indonesia. Negara melalui kebijakan peraturan perundang-
gannya mulai mengakomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan

perikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku
ghatan (restitusi). Saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-
Jangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban kejahatan

usi), diantaranya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
gang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 26
2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 21
un 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan
serintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan
n kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002
g Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban
ggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Namun adanya ketentuan-ketentuan
ermyata tidak cukup cukup memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi
@n human trafficking, karena tidak jarang dengan adanya ketentuan-ketentuan

saling tumpang tindih ini, maka hak-hak korban seringkali menjadi
paikan. Agar perlindungan bagi korban human trafficking khususnya dalam hal
i dapat diwujudkan, maka diperlukan harmonisasi ketentuan dalam hukum
2 pidana yang tidak hanya mengatur mengenai pelaku dari human trafficking,
juga mengatur mengenai korban dari Auman trafficking ini.
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BAB1I
PENDAHULUAN

Pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pemidanaan memunculkan

zai tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu ke masa sekarang yang
mengarah ke arah yang lebih rasional. Dimulai dari teori pembalasan
ivism) sampai dengan teori kemanfaatan (utilitarianism)'yang mengarah pada
fujuan guna memuaskan semua pihak.
. Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan
@ karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi
~masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan
gana pendukungnya. Proses penegakan hukum tidak akan pemnah terlepas dari
kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan
an itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social
sce) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (social welfare).*

erkait dengan upaya penegakan hukum daiam tindak pidana perdagangan orang
@ pada tanggal 19 April 2007, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
ndang TPPO). Terbitnya undang-undang ini sebagai bagian dari solusi untuk
asi problem tindak pidana perdagangan orang yang semakin berkembang
mimana yang diamanatkan dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
am UN Palermo 2002. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Gallander’
’ enyatakan, “Trafficking is identified as a problem and decided that iaw will be
structure and enable at least part of the solution to that problem by providing a

- "Herbert L. Packer. The Limits of The Criminal Sanction (Stanford California University:
Califomia Press, 1968), him.37-58. Menurut retribution theory (teori pembalasan), bahwa
 dan pembenaran dari pemidanaan adalah, pembalasan seseorang yang telah melakukan kejahatan
las dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang
Sementara menurut ufilitarian theory (teori manfaat), bahwa hakikat dan pembenaran dari
itu adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar ia tidak berbuat lagi,
bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah asuransia supaya tidak melakukan

 “Satjipto Rahardjo. Membedah Hukuman Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), him.

* A Gallander. International Law of Human Trafficking (New York: Cambridge Press, 2010),




BABII
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

y Teoritis dan Konseptual

Tangks Teoritis

st John Rawls, setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang
sngan konsep orang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang-orang
sep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian-
gentang adil tidaknya suatu tindakan. Misalnya, apabila pemerintah
pemberantasan korupsi secara menyeluruh kepada setiap orang yang
pa pandang jabatannya. Pada saat itu, seluruh kelompok masyarakat
kelompok berlandaskan agama, maupun kelompok pengusaha/bisnis)
berikan penilaian “adil” bagi pemerintah. Kesepakatan dari orang-orang
wliki latar belakang berbeda dapat terjadi karena konsep “keadilan” dibiarkan
sep yang terbuka terhadap penafsiran."

h menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu
, dari ide hukum.'* Komponen yang lainnya lagi adalah finalitas dan
= Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang. Jika keadilan
sebagai materi dan hukum sebagai “bentuk”, maka nilai keadilan adalah
harus mengisi bentuk hukum. Sedangkan hukum merupakan bentuk yang
fungi nilai keadilan dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif
onstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena
sbagai prasarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat.
jadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif.
Jain, keadilan selalu menjadi pangkal hukum. Tanpa keadilan, sebuah

Rawls. A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1995), him. 3.
v Radbruch. Recht Philosophie (Stutgart: Kohler, 1973), him. 164.
Menurut Radbruch, aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum.
menunjuk kepada tujuan keadilan memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Sedangkan
menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang mengandung keadilan dan finalitas) harus
wesi sebagai peraturan yang benar-benar ditaati. Bandingkan pandangan Radbruch ini dengan
i Manan yang mengatakan bahwa suatu putusan pengadilan wajib menggunakan
keadilan dan manfaat putusannya. Lihat Bagir Manan. Suatu Tinjauan Terhadap
akiman Indonesia Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Jakarta: Mahkamah
35). him. 60. Menurut Bagir, “walaupun demikian, hakim tetap memutus berdasarkan




BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

n Penelitian

melitian ini sendiri bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu:
k mengetahui data-data mengenai kasus Tindak Perdagangan Orang di

k mengetahui penyebab dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam
spektif kriminologi.

mengetahui  solusi untuk mengatasi penanganan kasus Tindak
gangan Orang dalam perspektif hukum acara pidana.

t Penelitian ‘

berikan pemahaman yang kongkrit bagi masyarakat mengenai tindak

a perdagangan orang.

enjadi bahan rujukan bagi penegak hukum dalam rangka mengatasi

senanganan kasus bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Melengkapi bahan-bahan penelitian bagi perkembangan pengetahuan, khususnya
senai masalah tindak pidana perdagangan orang.

16




BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN

sil Penelitian

pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia tidaklah sedikit
dan terbukti sebagian besar wilayah di Indonesia telah terjadi tindak
' ;an orang yang tentunya korban sebagai pihak yang sangat dirugikan.

| ini adalah tabel terkait korban tindak pidana perdagangan orang
wkan wilayah dari tahun 2014-2016, yakni:

bel 1 : Korban perdagangan orang berdasarkan wilayah dari tahun 2014-

- Nama Polda Tahun/Periode | Jumlah Kasus Korban
Riau 2014 1 1
Jambi 2014 3 5
Bangka Belitung 2014 1 2
DKI Jakarta 2014 8 2
‘ Bali 2014 2 2
imantan Barat 2614 2 2
Gorontalo 2014 1 1
Riau 2015 4 3
Jambi 2015 1 1
imantan Barat 2015 44 108
Bangka Belitung 2015 1 8
. Banten 2015 2 2
Jawa Tengah 2015 5 7
‘ Bali 2015 3 6
Lampung 2016 5 0
imantan Barat 2016 23 26
Kepulauan Riau 2016 2 1
Gorontalo 2016 1 1
Total 109 178
ber - www.opsmb2014.polri.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dari seluruh wilayah Indonesia posisi Kalimantan Barat
mpati posisi paling banyak terjadinya kasus perdagangan orang, sepanjang pada

mb2014.polri.go.id, diakses 20 Maret 2017

17




BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

—

Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian, ternyata tindak pidana
perdagangan orang mempunyai posisi yang signifikan, bahkan berdasarkan data
dari LPSK pada tahun 2016, korban dari tindak pidana perdagangan orang memiliki
rangking teratas yang memperoleh perlindungannya dari sisi korban dibandingkan
tindak pidana lain, yaitu korupsi, penganiayaan, maupun tindak pidana umum
lainnnya. ~

Dalam aspek kriminologi, banyak faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana
perdagangan orang, antara faktor ekonomi, faktor peraturan perundang-undangan

. yang saling tumpang tindih dan kurang kuat, faktor penegak hukum yang lemah

dan faktor budaya yang di beberapa daerah masih bersikap permisif terhadap
fenomena perdagangan orang.

Penerapan konsep hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal
sesuai dengan aturan hukum yang ada, padahal seharusnya ketentuan hukum yang
ada seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada
korban dalam bentuk pemberian restitusi, sekalipun hal ini juga tidak dapat
mengembalikan kerugian korban secara maksimal baik dalam bentuk materil

maupun immateril.

Saran

Seharusnya semakin ditingkatkannya pemahaman para penegak hukum dalam hal
mencegah dan melindungi korban tindak pidana perdagangan orang.

Seharusnya ada harmonisasi dalam ketentuan perundang-undangan mengenai
keberlakuan hukum acara pidana dalam memberikan perlindungan bagi korban
tindak pidana perdagangan orang. Antara lain pemberlakuan pidana kurungan
pengganti selama 1 (satu) tahun apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi,
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diberikan ketentuan
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secara mendetail mengenai jumlah minimum hingga maksimum restitusi yang
benar-benar dapat digantikan dengan hukuman pidana kurungan pengganti tersebut,
sehingga tidak dapat lagi dijadikan sebagai celah oleh para terdakwa dengan alasan
tidak mampu membayar restitusi sehingga lebih memilih untuk menjalankan pidana

kurungan pengganti tersebut.
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